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BUPATIMALUKUTENGAH 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 

NOMOR 44] TAHUN 2017 

TENTANG 

BESARAN TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 

PIMPINAN DAN ANGGOTA SANIRI NEGERI ATAU 
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERT 

DI KABUPATEN MALUKU TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT MALUKU TENOAH, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 78 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa sebag«irana telah diubah dengar 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahu 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Lhndang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka untuk 

meningkatkan kinerja Saniri Negeri atau Sadan 

Permusyawaratan Negeri scbagai mitra kcrja Pemcrintab 

Negeri/Negeri Administratif dalam melaksanakan tuagas dan 
fungsi di bidang penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan 

kemasyarakatan, perlu diberikan funfangan atas be ban 
tugas dan tanggung jawabnya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Besaran 
Pirpinan 

Tunjangan Pelaksanaan 
dan Anggota Saniri 

Tu»gas 

Negeri 
dan 
atau 

Fungsi 
adan 

Mengingat 

Perrusyawaratan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah; 

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang- Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tiogkat 1I dalam 
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lermbaran 
Negara Tahun 1958 Nomor 1 i 1  Tambahan Lembaran 
Negara Noror 2645), 

2. Undang-Undang Noror 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Beas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), 

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 cntang P,mb<n'1'j]."'"" Maluku u,ara. Kabupaka Bu= daa 

l 
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Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang­ 
Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten 
Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896], 

4. Undang-Undang Noror 40 Tahun 2003 tentang 
Penbentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten 
Seram Lagian arat dan Kabupaten Kepulauan Aru di 

Provinsi Maluku {Lembaran Negara Tahun 2003 Noror 155, 

tambahan Lembaran Negara Nomor 4350); 

5. Undang-Undang Noror 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438), 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Vomor 5234), 

tentang Desa 
7,Tambahan 

10 

8. 

7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 
Lembaran Negara Nmor 5495] 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara'-Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor $5587) cbagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahen Daerah (Lerbaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat II 

Ambon (Lcmbaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137) 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 

4578]; 

II.  Peraturan Pererintah Noror 79 Tahuan 2005 tentang 
Pcdoman Pembinaan dan Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahon 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4593), 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

9. 

2014 tentang Desa 
123, Tambahan 5CbagaimrY-flah 

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 

Lembaran Negara Nomor 5539) 

diubah dengan Peraturan Pemerintah 
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Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 201 tentang eraturan 
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (LUembaran Negara Tahun 2015 Nomr 157, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor.5717), 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 113 Tahu 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa [Berita Negara Tahun 

2014 Nomor 2093); 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 4  Tahun 2014 

tentang Pedoman embangunan Desa (Berita Negara Tatun 

2014 Nm6r 2094) 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokan Berskala Desa (Derita Negara Tahun 2015 Nomor 

158), 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah (Berita 
Negara Tahun 2015 Nomor 2026); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 0  Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 
Tahu 2017 Nomor 89]; 

8, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Maluku Tengah [Lembaran Daerah 

Tahun 2016 Nomor 183), 

19. Peraturan Dacrah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 

Tahun 2016 tentong Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 {Lembaran Daerah Tahun 

2016 Nomor 184); 

20. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 

tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Kabupaten Maluku Tengah 
(Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 07); 

21 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 46 Tahun 2016 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 

Nomor 268) 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN BUPATT MALUKT TNGAH TENTANG 

TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 

DAN ANGGOTA SANIRI NEGERI ATAU 

PERMUsAWTy NEGER or ABUPATEN 

rec Pf 

BESARAN 

PIMPINAN 
BADAN 

MALUKU 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalamn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 
Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah 

2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat 
3. Pererintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang mcnjadi 
kewenangan Daerah Otonom 

4. Bupati adalah Bupat Maluaku Tengah. 
5. Carat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

6. Negeni adalah kesatuan masyarakat bukum adat yang 
bersifat geneologis territorial yang memiliki batas wilayah, 
berwenang mengatur den mcngurus kepentingan 
mnasyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat 
istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah 
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

7 , N e g e ri  Administratif adalah kesatan masyarakat buum di 
Luar Negeri geneologis yangy memiliki wewenang 
mclaksanakan urusan Pemerintahan Negeri Administratif 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan 
yang berla k 

8. Pemerintahan Negeri adalah penyclenggaraan urusan 
pemerintahan oteh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri 
delaun mengatur don mengurus epentingan masyarakat 
sctempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat 
setempat dan diakui dan dihormat dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

9 Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggara 
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan 
Perrusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus 
kepentingan mnasyarakat setempat sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku, diakui dan dihormati 
dalam sistir emerintahan Negara Kesatuan Rcpublik 

Indonesia. 

10. emerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan 

Perangat emerintah Negeri sebagai unstur 
penyelenggaraan Pemerintahan Negcri 

l Pemerintah Negeri Administratif adalah Kcpala Pemerintah Negeri Administratif dan Perangkat Pementah Negeri Admm1strtf sc:yiga1 unsur penyc:lc:nggaraan Pc:mermtahan vegeri. }f 
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12 Kepala Pemerintah Negeri adalah Pejabat Pemerintah Negeri 

kewabean untuk 
Negerinya dan 
dan Pemerintah 

yang mempunyai wewenang, ugas dam 
menyelenggarakan rmah tangga 

melaksanakan tugas dari Pemerintah 
Dacrab 

13. Kepala Pererintah Negeri Administratif adalah Pejabat 
Pererintah Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan 

kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga 
Negerinya dan melaksanakan tgas dari Pemerintah dan 

Negeri/ Negeri 
APB Negeni, 

Pemerintahan 

18 

Pemerintah Daerah, 
14. Sanini Negeri adalah lembaga/ badan yang mcrupakan 

perwujudan demokrasi dalam peryelenggaraan 
Pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan negeri, berfungsi scbagai badan legislatif 
yang bersama-samna kepala pemerintah negeri membentuk 

Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari 
kcpala pcmcrintah Negeni scrta merupakan badan yang 
mendampingi epala pemerintah Negeri dalam remimpin 
Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimi liki nya 

15. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang 
merupakan perwujudan emokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang dibentuk ditingykat pemerintahan Negeri 
administratif dan mcrupakan unsur penyelenggara 
Pemerintahan Negeri Administratif. 

16. Tunjangan adalah komponsasi tambahan yang diterime 

setiap bulan oleh pimpinan dan ·anggota Saniri Negeri atau 

Badan Permusyawaratan Negen yang ditetapkan setiap 
tahuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negeri/Negeri Administratif 

17. Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif adalah dana 
pcrimbangan yang diterima olch kabupaten/kota dalam 

nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota 
etelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Administratif, yang selanjutya disingkat 

adalah Rencana Keuangan Tahunan 
Negeri/ Negeri Administratif 

BAB 1 

BESARAN TUNJANGAN BAGI PIMPINAN DAN ANG(OTA 

SANIRI NEGERI ATAU BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI 

Pasal 2 

(I) Pimpinan dan anggota Saniri Negeri atau Badan 
Permusyawaratan Megeri sebagai mitra kerja Pemerintah 

Negeri berhak untuk memperoteh tunjangan atas beban 

dalam mengawasi kinerja pekerjaan, tugas dan 

Pcmcnnt.1 '1''" bidang pcryclenggaraan 
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Pemeritahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat 

dan Pembinaan Kemasyarakatan 

(2) Tunjangan bag pimpinan dan anggota Saniri Negeri ptau 
Badan Permusyawaratan Negeri diperoleh dani Alokasi Dana 
Negeri/Negcri Administratif yang diterima olch masing­ 
masing Negeri/Negeri Administratif dan dianggarkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri 
Administratf 

(3) Pimpinan dan anggota Saniri Negeri atau Badan 
Permusyawaratan Negeri yang berhak menerima tunjanga 

adalah Pimpinan dan anggota Baniri Negeri atau Badan 
Permusyawaratan Negeri yang diangkat dan telah dilantik 
oleh pejabat yang berwenang dan aktif menjalankan tugas 
dan fungsinya 

(4 Pimpinan dan anggota 
Permusyawaratan Negeri 
ayat (3) terdiri dari: 
a. Ketua Saniri Negeri atau PN; 

b. Wakil Keta Saniri Negeri atau BPN; 

c. Anggota Saniri Negri atau BPN; 

d. Sckretaris Sanini Negeri atau BPN; 

Badan 
dalam 

Sarini Negeri atau 

scbagairnana dimaksud 

(5) Besaran tunjangan bagi pimpinan dan anggota Saniri 
Negeri atau Badan Perrusyawaratan Negeni disesuaikan 
dengan keuangan negeri, jumlah keanggotaan Saniri Negeri 
atau adan Permusyawaratan Negeni dan beban pekerjaan 
atas tugas dan tanggungjawabnya 

(6) Besaran tunjangan sebagaimana di maksud pada ayat (5) di 
bayarkan sctiap bulan untuk masing- masing scbcsar ; 
a. Ketua Sanini Negeri atau BPN Rp 500.000 

b. Wakit Ketua Saniri Negeri atau BPN Rp 4150.000 

c. Anggota Sanini Ncgcri atau BPN Rp 350.000 

d. Sekretaris Sanini Negeri atau BPN Rp 200.000 

BAB III 

PEMBAYARAN TUNJANGAN PELAKSANAAN 

TUGAS DAN FUNGSI PIMPINAN DAN ANGGOTA 

SANIRI NEGERI ATAU BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI 

Pasal 
(I) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan dan 

aggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Neger 
diperoeh sclama I2 [dua belas) bulan yang dibayarkan 
setiap bulan terhitung mulai tanggad Ol Januari sampai ''"•"" J �]mb,,, <ahu" beaolo" 
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Pembayaran tunjangan pimpinan dan anggota Saniri Negeri 
atau Badan Permusyawaratan Negeri scbagaimana 
dirnaksud pada ayat (l) dianggarkan dalam 

APBNegeri/Negeri Administratif masing-masing pada kode 

rekening 2. I  1  1  Belanja Pegawai 

Pasal 4 

(I] Pembayaran tunjangan pimpinan dan anggota Sanini Negeri 

atau Badan Permusyawaratan Negeri dilakukan bagi 
pimpinan dan anggota Saniri Negeri tau Badan 

Permusyawaratan Negeri yang akti dalam melaksanakan 
tugas dan tanggung jawab 

(2 Dalamn hal terdapat pimpinan dan anggota Saniri Negeri ata Haddan Permusyawaratan Negeri, tidak melaksanakan 
tugas dan tanggungiawab selama 3 bulan berturut-turut maka pembayaran tunjangan dihentikan den di setor kembali ke Kas Negeri. 

Pasal 5 
(I) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan dan anggota Saniri 

Vegeri atau Badan Permusyawaratan Negeri maka 
pimpinan dan anggota Saini Negeri atau Badan 
Permusyawaratan Negeni yang telah diganti berhak emperoleh pembayaran atas kckurangan tunjangan yang bchum di bayarkan sampai berakhir masa jabatan yang 
bersangutan. 

(2] Pimpinan dan anggota Sanini Negeri atau Badan 
Permusyawaratan Negeri berhak memperoleh tun)angan 
sejak dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang 

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pimpimnan dan a0ggota Saniri Negeri atau adan Permusyawaratan Negeri 
maka pembayaran atas tunjanan ditangguahka dau 
tunjangan yang tidak dibayarkan, disctorkan kc Kas 
Negeri/Negeri Administratif. 

Pasal 6 

Tunjangan pimpinan dan anggota Saniri Negeri atau Badan 
Permosyawaratan Negeni diproses pembayaran olch bendahara 
Negeri/Negeri Administratif setiap bulan melalui Rekening Kas 
Neger/Negeri Administratif sesuai mckanisme pcngelolaan 
keuangan yang berlaku. 

Pasal 7 
Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan administrasi atas 

pembayaran tunjangan pimpinan dan anggota Sanini Negeri atau adan Permusyawaratan Negeri maka wajib dikembalikan ke Kas Negerif cyAdm1mstrauf 
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Pasal 8 

Alokasi tunjangan pimpinan dan anggota Saniri Negeri atau 
Badan Permusyawaratan Negcri dalam I (satu) tahun anggaran, 
jika tidak terserap akan menjadi SILPA untuk dimasukan dalarn 
APB Negeri/Negeri Administratif tahun berikutnya 

AB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal9 
Pala saat Peraturan Bupati imi mulai berlaku, maka Peraturan 
Bu pati Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tcntang Bsaran 
Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan rungsi Bagi Pimpinan dan 

Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri di 
Kabu paten Mahuku Tengah {Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 

234) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

gar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan P~raturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengnh 

Ditetapkan di Masohi 
pada tanggal 7 Maret 2o17 / 

UKU TEN6AH, { 

Diundanken i Masohi 
pada taf 7 Maret 2017 

f SEKRI (AR DAERAH 
MALUKU TENGAH, 

UMAREL IBRAHIM 
SERITA DA RAH KABUPATEN MALUKU TENGAH 
TAHUN 2OZ NOMOR 312 


